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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

. bahwa dalam rangka mengefektiftan pelaksanaan penvyelenggaraan

pendafiaran penduduk sebagaimana telah diatur dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka perlu
meninjau dan mencabul Peraluran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ||
Palembang Nomor 8 Tahun 1998 jo Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal
dan Akta Catatan Sipil;

. bahwa uniuk memenuhi maksud lersebul, perlu diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan
Eropa.

Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan
Tionghoa yang telah diubah dengan Siaalblad Tahun 1919 Nomaor 81.
Staatblad Tahun 1820 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang
Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564.
Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatalan Sipil Bagi Bangsa
Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah
dengan Staalblad Tahun 1936 Nomor 607.

Undang-udang Nomor 62 Tahun 1958 lentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 13858 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647).

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kolapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara RI
Tahun 1859 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

. Undang-undang Nemor 1 Tahun 1974 tenlang Perkawinan (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3019).

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1892 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Tahun 1892 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3437),

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3839).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Afas
Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Reirbusi Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2486,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

Peraturan Pemernintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Megara Nomar 3050.
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Peraluran Pemerintah Nomer 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan
Sebagian  Urusan  Pemerintahan Dibidang  Penyslenggaraan
Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor a742),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomeor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Relribusi Dagrah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomer 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138).

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur
Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Pendaflaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN
SIPIL.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Ry —

G ko

~

SCoo

Dagrah adalah Kota Palembang. ;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beseria Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekulif Daerah.

Kepala Daerah adalah WaliKota Palembang,

Wakil Kepala Dagrah adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kola Palembang.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan
dan Catalan Sipil Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kola Palembang,

Camat adalah seluruh Camat dalam Kota Palembang,

Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kota Palembang.

Pendaftaran Penduduk adalah  kegiatan pendaftaran dan atau
pencatatan dala penduduk beserta perubahannya, yang meliputi
pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian,
kematian dan mutasi penduduk serta penerbitan nomor induk
pendudukan, nomor induk kependudukan sementara, Kariu Keluarga,
Karlu Tanda Penduduk dan akta pencatatan penduduk serta
pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
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Sistern Informasi Manajemen Kependudukan adalah rangkaian unsur-
unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi
data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung
pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat
terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan slalus kependudukan, perubahan
kewargaNegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau
datang dan perubahan data lainnya.

Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya
disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat
WNA memegang izin tinggal telap diwilayah Negara Republik Indonesia.
Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pamsegang ijin
tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia.

Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat
linggal tetap dan hanya boleh tinggal lidak lebih dari 20 (tiga puluh) hari.
Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang
datang dan masuk kedaerah kota Palembang dengan maksud untuk
mencari nafkah atau pekerjaan dan belajarisekolah tetapi tidak
bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Palembang.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah
nomor identitas yang diberikan kepada seliap penduduk di wilayah
Republik Indonesia,

Nomer Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat
NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk
sementara diwilayah Negara Republik Indonesia.

Karlu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumiah
anggola keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu
sebagai bukli dirl bagi setiap penduduk,

Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat kartu NIK
adalah karlu sebagai tanda bukti diri / legitimasi bagi setiap penduduk
tetap yang berusia 14 s/d kurang dari 17 tahun dan belum pemah
kawin.

Akla Pencafatan Kependudukan adalah akta otentik yang diterbitkan
oleh Pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan
perceraian bagi yang bukan beragama islam, kematian serta pengakuan
dan pengesahan anak,

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai
hubungan darah dan orang lain yang tinggal dlam satu rumah,
bangunan dan terdaftar dalam Kariu Keluarga.

Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga
dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
Pindah atau dalang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama
ketempat baru untuk menetap.

Buku Induk Kependudukan / Buku Induk Penduduk Sementara adalah
buku yang memust data awzl setiap penduduk/penduduk sementara
dalam wilayah suatu kelurahan.

Buku Mutasi Penduduk/ Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku
yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk
sementara dalam wilayah suatu kelurahan.

Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang
sebagai tamu dalam wilayah suatu kelurahan.
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20, Sural Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan
sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
yang meliputi surat keterangan kelahiran, stirat keterangan lahir mati,
surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan
pendafiaran penduduk sementara, surat keterangan tempat tinggal dan
sural keterangan penduduk tetap.

41 Karu ldentitas Penduduk Musiman (KIPEM)/Pendatang adalah kartu
tanda penduduk bagi penduduk musiman diwilayah kota Palembang.

32. Surat Bukli Pelaporan Orang Asing yang selanjutnya disingkat SBPOA
adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang
berdomisili dalam wilayah kota Palembang.

13 Badan adalah sualu bentuk Badan Usaha yang melipuli Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Megara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, ‘Yayasan alau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap
serta bentuk Badan Usaha lainnya.

34 Relribusi Penyslenggaraan Pendafiaran Penduduk dan Catatan Sipil
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas
pelayanan, pembuatan dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan akta calatan sipil.

45 Jasa umum adalzh jasa yang disediakan atau diberikan aleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh oreng dan atau Badan.

36. Wajib Retribusi atau subjek retribusi adalah orang yang menurut
peraturan perundang-undangan  diwajibkan unruk  melakukan
pembayaran retribusi

37 Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akia
catalan sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya pelayanan, pembuatan
dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akla catatan
sipil.

Pasal 3
Objek retribusi meliputi -

Penerbitan KK

pPenerbitan KTP.

Penerbitan KIPEM

Penerbitan Kartu NIK.

Penerbitan SBPOA.

Pemberian NIK.

Pemberian NIKS.

Pencatatan dan Penerbitan Akia Kelahiran.

Pencatalan dan Penerbitan Akla Perkawinan bagi yang bukan
beragama Islam.

Pencatatan dan Penerbitan Akla Perceraian bagi yang bukan beragama
Islam.

N N

-
o



11 Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian.

12.  Pencatatan dan panerbitan Akla Pengakuan dan pengesahan anak.

13, Mutasi data penduduk.

14.  Pengelolaan data penduduk.

15 Pencatatan dan penerbitan Sural Kelerangan pendaftaran penduduk

16.  Penyimpanan dan pemeliharaan akia Kelahiran, akia Perkawinan, Akta
Perceraian, Akla Kermatian, Akla Pengakuan dan Pengesahan anak.

Pasal 4
Subjek retribusi atau wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapal
pelayanan dari Pemerintah Daersh berupa penyelenggaran pendafiaran
penduduk dan akta catalan sipil.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyelenggaran pendaftaran penduduk dan akla catatan sipil
merupzakan gelongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan
penyelenggaran pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

BABV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip yang dianut dalam penetapan strukiur dan besarnya larif retribusi

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan
mempertimbangkan biaya pelayanan penyelenggaran pendaftaran penduduk

dan akia catatan sipil.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Penggantian pelayanan penyelenggaran pendaftaran penduduk dan akia
catatan sipil ditetapkan sebagai berikut -



a. Biaya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan kelengkapannya:

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Pelayanan KK ..o Rp. 2.500,-
Pelayanan KTP VWINI ..o i Rp. 4.650-
Pelayanan KTP WNA oo Rp. 9.000.-
Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI ._..... Rp. 1.500-
Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA ... Rp. 5.000,-
Pelayanan Pendaftaran Kematian Penduduk WHI ....... Rp. 1.500,-
Pelayanan Pendaftaran Kematian Penduduk WNA ...... Rp. 5.000,-
Pelayanan Pgndaftaran Penduduk Lahir Mati WNI ....... Rp. 1.500,-
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Lahir Mati WNA ... Rp. 1.500,-
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNI ... Rp. 2.000.-
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNA _.......... Rp. 10.000,-
Penerbitan Pendaftaran PendudukTetap ....coeeeieeos o RP 5.000,-
Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara ............ Rp. 5.000,-
Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk WNI..... .. Rp. 1.500-
Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk WNA ... Rp. 5.000,-
Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal ....coooveeneeeo Rp. 2.000,-
Surat Keterangan Perubahan Status Kewargangagaraan Rp. 5.000.-
Pelayanan KIPEM ..o Rp. 15.000,-
Pelayanan Kartu WNINIK oo Rp. 2.000.-
Pelayanan Kartu WNA MIK ... Rp. 15.000,-
Pelayanan SPBOA .......c.ccoimmmiommmimmis e Rp. 25.000,-
Pelayanan Perpanjangan SPBOA ... sttt D= 1000,
Blanko KK (ParSet) .....ociiioi i ofsramiom sinansensane Rp. 800.- -
Blanko KTP (perlembar) ..o Rp. 1.100,-
Formulir Isian Biodata Penduduk dan Keterangan (persetiRp.  280,-+
Blanko KIPEM (perset) ..o Rp. 1.100,-
Blanko NIK (perlembar) ..o Rp. 1.100-
Blanko SPBOA (persel) c.cicococicemmmmmummamnsnsonsssnen e Rp. 1.500,-

b. Biaya penerbitan Akta Catatan Sipil dan kelengkapannya :

1) Pelayanan pembuatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran uniuk

WNI ditetapkan sebagai berikut .

(a) Akta Kelahiran Umum

- Anak kesatu dan kedua ............ccccoccieiccniine. RP. 8.500.-
Dengan rincian biaya :
s PenerDitan AKIZ ..o ceemiien e e Rp. 5.000.-
o BranKO 51, oo o0 s e s e s ens s s Rp. 2.000-
8 SAKST inaiivrrrsomnssnararanapsans sonssemepisrrass Rp. 1.500.-

- Anzk ketiga dan seterusnya .. ..o Rp 10.500,-
Dengan rincian biaya °
e Penerbitan Akta ................ R T e B Rp 7.000-
1 e e A 1A 1) 2.000,-
SRS e oo eroe e s sassiamerssee . TODs 1.500,-

(b) Akta Kelahiran Istimewa | Penetapan Pengadilan Negeri (PN) :

. Anak kesatu dan Kedua ....c.eecoveeerooecrnmonmeroncee RP. 11.000-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan ARIE. ... ciiminresimrnnanr s s ... Rp. 7.500-
o BIBHKE oo naosaenneoens Sl e soneey. P 21008,
o Saksi ... TS S eSO S B S mmn e Rp 1.500,-
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- Anak keligadan seterusnya ... ..................... Rp.13.500,-
Dengan rincian biaya :
s Penerbitan Akta ...................coocooiiiiveeee.. Rp. 10,000,
eBiayaBlanko .. ... _......ceiieiee.... Rp. 2.000,-
O SBKET s e e s e P 1.500;-

(¢) Akta Kelahiran Dispensasi :

- Anak kesatudan kedua ................c.ceoeccoooo... Rp. B.500,-
Dengan rincian biaya
o Penerbitan Akla .........oceeveeieriesennenenenee . Rp. 5.000,-
® BIANKO - oo samsisons e insimmi s e APE 2:000,=
® S8KSH e e RP. 1.500,-

Anak ketiga dan seterusnya .........ccoceeee .. Rp. 12.500,-
Dengan rincian biaya

e Penerbitan AKIE ...........cccooveieiimiieviieceiienee. RPe 9.000,-
& Blanko!.cucossimnninimianninmna s R " 24000,=
L Tt 1< 1 N (1 [t I

2) Biaya pelayanan pencatalan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran
untuk WNA ditetapkan sebagai berikut :

(a) Anak kelahiran Umum / Penelapan Pengadilan Negeri .

- Anak kesatudankedua ..........cecccoeeeeeeeeeee... Rp. 18.500-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan Akla .........ccooeiiiiiiciiiieeeee. Rp. 15.000,-
o BIEAKD, ccnissnnsnsnenainamaases  Rp: 2000
@ Saksi .. RD. 1.500,-

Anak ketiga dan seferusnya .......................... Rp. 35.500.-
Dengan rincian biaya :

o Penerbitan Akta ... Rp. 32.000, -
O BIAANO ... coosiss v immsmmiine s ssss s D 2.000=
® 5aKSE oo ceeeeeee e, RPY 1.500,-

3) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akta kelghiran
ditetapkan sebagai berikut :

(@) Untuk WNI ... veeeeeee.. Rpe 14.000,-
Dengan rincian biaya :
= Biaya Penerbitan Akla .._............ ... Rp. 12.000,-
EBIANKA. sm s e e |RDE .U00

(b) Untuk WNA ... ... FETRRRRRERORRRRRRS » (2 .17 o 1 (5
Dengan rincian biaya .
s Penerbitan Akta ... _...............coocoivvviennen... Rp. 30.000.-
L T P PR L U TES TR ORI - J [ 4 2

4) Biaya pelayanan pencatatan dan panerbitan kutipan akta perkawinan
yang kurang dari jangka wakiu 1 (salu) bulan sejak tanggal
pengesahan perkawinan menurut agama, ditetapkan sebagai
berikut
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(a) Pencatatan di dalam kantor untuk WNI ............... Rp. 55.000,-
Dengan rincian biaya .

o Penerbitan AKtA ... Rp 43.000,-

e o TSI | - -0 11E [

» Saksi207ang ... RPL 10.000,-

(b) Pencatatan di luar kantor untuk WNI .................  Rp. £5.000,-
Dengan rincian biaya :

o Biaya Penerbitan Akta .............cooooo ... Rp. 53.000,-

@ BIANKO vt e eeerr s e e RP. 2.000,-

¢ Saksi 2 0MANG ...cvveiivee e it amiemsenneeees. RP. 10.000,-

{c) Pencatatan di hari libur uniuk WNI ................... Rp. 85.000,-
Dengan rincian biaya :

s Penerbitan AKIE oo e e Rp. 73.000,-

» BlRaNKG s st e s Ty SO0

0 SEKSI20M8NG oo oo cevirnanmrnnnee e R 10.000,-

(d) Pencalatan di dalam kantor untuk WNA .......... . Rp. 85.500-
Dengan rincian biaya .
e Penerbitan Akta..........coocciniie e Rpe 73.500,-
S BIANKDD imrsrrmms coameasrssrsssnmnmsmsvmemsmrsnese: DY 200U
» Saksi 20MNG ..., RP. 10,000

(e) Pencatatan di luar kantor untuk WNA ............... Rp. 135.000,-
Dengan rincian biaya :

e Penerbitan Akt -........cociciieeiee RP.123.000,-

e BIANKO oot e e RPe 2.000,-

» SaKSI 2 DFaNG .o e s Rp. 10.000,-

() Pencatatan di hari libur untuk WNI .o Rp. 142.000,-
Dengan rincian biaya :

e Penerbitan AKIA ..o e R 130,000, -

GBIBIED oo ooeococennrececlboivisivisetiriitisie RPe: 2000,

w SaKET 2 OTANG icisiemis mmeisiremismssaiimnensosrass ToPs 10.000,-

5) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
yang melebihi jangka wakiu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan
perkawinan menurut agama ditetapkan sebagai berikut

(a) Pencatatan di dalam kantor untuk WNI .............. Rp. 98.000,-
Dengan rincian biaya : :
& Penerbitan AR oot s i s Rp. 86.000-
o BIANKO ..ot re e Rp. 2.000.-
0 SaKSI2 0MANT ..o ocveeeesiriee e riieinneneeee RP. 10,000,

(b) Pencatatan di luar kantor untuk WNI .o Rp 118.000,-
Dengan rincian biaya :
s Penerbitan AKIR ... .ocoiieiicin i eeesevasimmsneanees P, 106.000,-
P LT (o S RPSOO o | 2.000.-
0 5aKSI 2 OFBNG 1ovivoveereiieisiiaiaiiomrmeneseses P, 10.000,~

(c) Pencatatan di hari libur untuk WNI..cooonnens Rp 158.000,-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan AKIE ........oooiviimrenee e ieaneenee RP 146.000,-
@ BIBNKO oo emeenerenssenmesmssivmasariscisciieaes RPe 2,000,
& SaKSI 20MNG . coovvimecieiarasiensinirnsmeesnansinens P 10.000,-
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(d) Pencatatan di dalam kantor untuk WNA ............ Rp 159.000,-
Dengan rincian biaya .
o Penerbitan AKEE o ovveeeerireee i RP. 147.000,-
o BIATKD o v S s s TN OIS
6 Saksi 20MANG .o cooooeeeeereimnanr oo RP. 10.000,-

(e) Pencatatan di luar kantor untuk WNA _............ Rp. 258.000,-
Dengan rincian biaya
s Panerbitan Akta ... icciiioceaes. R 246.000,-
@ BIANKO oo aeeeaeenee - RPo 2.000,-
e Spksi2orang ..o T BPe 10080

() Pencatatan di hari libur untuk WNA.. ... Rp. 272.000,-
Dengan rincian biaya

e Penerbitan Akta ..o Rp. 260.000.-

T o e e o G T I T T Rp. 2.000,-

o [Saksl T OraNG s SR R Rp. 10.000,-

6) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akla perkawinan untuk
suami istri, 1 {satu) sel ditetapkan sebagai berikut :

(@) UNtuK WNI .-t RP. 32,000,
Dengan rincian biaya :
= Penerbitan ARla ocnini etz Rp. 30.000,-
S L e e T T T Rp. 2.000-

(B) UOEUK WINA et Rp. 54.000.-
Dengan rincian biaya :
e Penerbitan AKIA.......... ..o Rp. 52.000.-
o BlANKO ......coeciiinemiiims e sse srsrin s yne Rp. 2.000,.-

7) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan ‘akla perceraian
yang kurang dari jangka wakiu 1 (salu) bulan sejak tanggal kepulusan
Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tstap,
ditetapkan sebagai berkut .

(@Y URtUc WINE Leoeeviincicansimnmn s sisior s s sssnnnnnes Rp. 65.750,-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan AKE. ..o ioreeeiriiciianeeeeeeeeee RP. 83.750,-
o Blanko!s masmn s aianramneasnssissns. . TP 20004

() Untuk WNA ... SOOI | : 30 | £ 214
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan AKLE ... e eimsee e eeeenene RP. 113,750,
§ BB o e e reonsesvemener e s Sl BPs (2000

8) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang
melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak melebihi jangka wakiu
6 (enam) bulan sejak keputusan Pengadilan Negeri yang lelah
mempunyal kekuatan hukum yang tetap, ditetapkan sebagai berikut :

(2) UNMUK VWINL .o Rp. 129.500,-
Denaan rincian biaya :
o Penerbitan Alda oo iiaiaianiimi s Rp. 127.000,-
o BIaNKO -.ccommsimmiin s sisaimss sais savassiomimnms smsmasayar Rp. 2.000.-
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(B Kt WA ..o icisiniinnn oo Rp. 229.500.-
Dengan rincian biaya
* PenerbitanAkta ................_____...... ..  Rp. 227.500-
LI |1 1 A Rp 2000-

9) Biaya pelayanan kulipan kedua dan seterusnya akta percerian untuk
suami Istri, 1 (satu) set ditelapkan sebagai berikut :

(@) Untuk WINI . i Rp. B5.750, -
Dengan rincian biaya
o PenerbitanAkta ... ... ... Rp. 63.750,-
o Blanke oocamnunaiai R - - ¢ o

(DY LAIURVINA o ooz sinm s i sootam, Rp. 115.750.-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan AKI oo o s, Rp. 113.750,-
o Blanko ... e Rp. 2.000,.-

10) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akla kematian
ditelapkan sebagai barikut :

(@) Untuk WNI Rp. 6.750.-
Dengan rincian biaya :
e Penerbitan Akta ................... ... Rp. 4.750.-
& BIEKG .o i ianies s m Sl s Rp. 2.000,-
(BYUNtUKVINA .. Rp. 9.750,-
Dengan rincian biaya .
« Penerbitan Akta . . Rp. 7.750.-
& BIAOKO. o missivnmesnanmns e s w Rp. 2.000,-

11) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akta kemafian
ditetapkan sebagai berikut : '

(@ Untuk WINI i Rp. 9.750-
Dengan rincian hiaya :
¥ POBtban A, o s deasins Rp. 7.750-
L Lo e e Rp. 2.000.-

(O) LRtk WINA s e s im o n s smasins Rp. 14.750,-
Dengan rincian biaya : :
« Penerbitan Akta ............ . Rp. 12.750,-
o BIanKO .o Rp. 2.000-

12) Biaya pelayanan pengakuan dan pengesahan anak ditetapkan sebagai
berikut :

(@) UNtUK WINT i Rp. 34.750,-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan AKIA ... Rp. 32.750.-
o BlankD «.cocnmmmmismii ity s Rp. 2.000,-

(DY Untuk WINA e Rp. 39.750,-
Dengan rincian biaya :
o Penarbitam AR . ...cciivvcii i Rp. 37.750,-
o Blanko oo Rp. 2.000.-

13) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya pencatatan pengakuan
dan pengesahan anak ditetapkan sebagai berikut :



14)

15)

18)

17)

18)

19)

20)

(a) Untuk WNI Rp. 39.500.-
Dengan rincian biaya :
 Penerbitan Akta ..., . Rp. 37.500,-
* BlanKO i e Rp. 2.000-
(B) UMt WINAY ..o Rp. 69.750.-
Dengan rincian biaya
» PenerbitanAkta ... Rp. 67.750,-
e Blanko . . Rp. 2.000,-
Biaya pelayanan pencatatan dan penerbilan akta pengangkatan anak
ditetapkan sebagai berikul -
(@UntukWNI Rp. 29.500, -
Dengan rincian biaya
« Penerbitan Akta ... . ... Rp. 27.500,-
» Blanka.............. R R S Rp. 2.000,-
(b) Untuk WNA Rp. 54.500,-
Dengan rincian biaya :
o Penerbitan Akta....... ... ... Rp. 52.500.-
* BIAAKO:. o covivmmmn i Rp.  2.000.-
Biaya pelayanan pencalatan dan penerbitan Surat Keterangan Catatan
Sipil ditetapkan sebagai berikut :
(@ Untuk WNI .o Rp. 5.000.-
() Untte VWINR ... .o s ovsmrs i Rp. 11.500, -
Biaya pelayanan pencatatan perubahan akta Catatan Sipil ditetapkan
sebagai berikul :
(a) Perubahan stalus kewarganegaraan .............. Rp: 20.000,-
(b) Perubahangantinama ...................__ Rp. 20.000, -
(c) Pembatalanakta ... ... Rp. 20.000.-
Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan salinan/duplikat kutipan
akta ditstapkan sebagai berikut :
(@Untuk WNI Rp. 32.000.-
Dengan rincian biaya :
- Penerbitanakia ... ... Rp. 30.000.-
-Blanko ... Rp. 2.000-
(PYUntuk WINA ... Rp. 42.000-
Dengan rincian biaya :
-Penerbitanakla ... Rp. 40.000.-
-Blanko ... ... Rp. 2.000-
Biaya pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran,
perkawinan, perceraian dan kematian di luar negeri..... Rp. 20.000,-
Apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
yang bersangkutan kembali ke Indonesia ... Rp. 40.000,-
Untuk pemohon yang tidak mampu terhadap ketentuan biaya
sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat diberikan
keringanan setinggi-tingginya 25 % setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Daerah,
Biaya legalisir akta per-set ... Rp. 2.500,-
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BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah terutang.

BAB IX
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 11

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi periu dilaksanakan pendataan dan
pendaftaran terhadap Wajib Retrbibusi,

Kegiatan pendataan dan pendafiaran diawali dengan mempersiapkan
dokumen yang diperiukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran
disampaikankepada Wajib Retribusi,
Selelah formulir pendataan dan pendaftaran dikirim/disampaikan kepada
wajib refribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada
pelugas retribusi :
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Dasrah.
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas / tunai.

Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x
24 jam,

Pasal 14

Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud Pasal 13 Peraturan Daerah
ini diberikan tanda bukti Pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh
Kepala Daerah



BAB Xl
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 15
(1) Besamnya penyeloran retribusi dihimpun dalam jenis buku Retribusi.

(2) Atas dasar buku Relribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat
daftar panerimaan.

(3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi.

(4) Arsip dokumen yang telah dicalat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.
Pasal 16
Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi
sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala
Dagrah.
BAB Xlll
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS|

Pasal 17

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
ayal (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat,antara lain dapat
diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.

(3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
amara lain unfuk wajib retibusi yang berusia lanjut atau yang berugla 80
(enam puluh) tahun keatas.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XIv
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Waljib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama & (snam) bulan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumizh retribusi yang terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini, dapat juga dilakukan cleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (FPNS)
dilingkungan Pemerintzhan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saal itlu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

menyuruh berhenti secrang lersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

melakukan penyitaan benda dan atau surat,

mengambil sidik jar dan memotret seseorang;

mamanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi; '

mendatangkan crang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. mengadakan penghantian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukli atau perstiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjulnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya, .

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

~oa n

o

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinalor pungutan Retribusi
Daerah,

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraluran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat |l Palembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal dan Akla Calatan
Sipil jo Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |l
Palembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya selisp orang dapal mengetahuinya, memeriniahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kola Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Nopember 2003

Diundangkan di Palembang WALIKGTA PALEMBANG
padn tunggal .}7 = //" 1003

SERATTARIS DOERAH KOTA PALEMBANG

e EDDY SANTANA PUTRA

Hajiah Muriam: AS
VEATARAN DAZAAH KuTe rabEm3ant TAHUR Z-:IDS NOVOR ?)0




